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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
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TENTANG

PEMBEI{TI'KAIY TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAI{ GELAP I{ARXOTIXA DAN PRIKURSOR

NARXOTIKA PROVINSI LA.DIPI'I{G TAIIUN 2023

GT'BERNIIR LAMPUI{G,

Menimbang bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika Provinsi l.ampung Tahun 2023 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang cipta ke{a;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20ll tentang
Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

7. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor I Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan 7-at Adiktif Lainnya;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi LamPung;
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9. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksala Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaaa
Narkotika, Psikotropika dan 7,at Adiktif L"ainnya;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 354/14095/SJ Tahun 2019
tentang Optimalisasi Pelalsanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dan PN di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

I{EPTTTUSAIT GT'BERtrI'R TEI{TAITG PEUBEITTT'I(AJT TIM
TERPADU PEI(CEGAIIAIT I'AIT PEMBERAJCTASAIY
PEITYATAHGIIIYAAIT DAJT PEREDARAN GELAF I|ARX(yIITIA
DAIT PREKI'RSOR ITARI(OTIXA PROVINSI LI\}IPUITG
TAHIIIT 2023.
Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas pokok sebagai berikut:
a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi l,ampung;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan
mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi L,ampung; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi t ampung.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung,
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini, yang bertugas menyusun jadwal
pelaksanaan rencana aksi daerah, pengadministrasi dan
pengarsipan terhadap dokumen penting serta tugas lain yang
diberikan Tim.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Sesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang,
perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan
bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O terrtang Standar Harga Satuan
Regional.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada
Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungiawab kepada Gubernur t a.mpung.

KELIMA
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen
Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi L,ampung dalam kegiatan perumusan kebijakan teknis
dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya dan agama dengan Kode Rekening 8.01.05.01.03
dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.

Hal-hat yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

2023
Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal //

/
GT'BERNUR LAMPUITG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi l^ampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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T,AMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Cl/Jr/vt.O7/HK/2O23
TANGGAL : /( - q- 2023

SUSUNAN PERSOI{ALIA TIM TERPADU PENCEGAHAIT DAIT PEMBERAITTASAN
PENYALAHGUITAAN DAI| PERTDARAN GELAP NARXOTII(A DAN PREKURSOR

I{ARXOTII(A PROVII|SI LAMPT'NG TAIIT'N 2023

I.

II.

III.

IV.

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris

IV. Anggota

Gubernur l.ampung

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi l.ampung

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi l,ampung

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Lampung

2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Tran smigrasi Provinsi l,ampung

5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat
Daerah Provinsi Lampung

6. Direldur Narkoba Polisi Daerah Lampung

ARINAL DJUNNDI

GUBERNUR LAMPUNG,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G /vt.o7 /
TAN AL

HKl2023
- 2023

SUSUI{AIT PERSOITALIA SEI'REIARIAT
TIM TERPADU PEITCEGAIIAI| I'A.!T PEMBERAI{TASAN PEIYYALAIIGUI{AAIT DAN

PEREDARAI{ GELAP TARI(OTIKA DA.!T PREKI'RSOR IIARNOTIXA
PROVHSI LAMPTII{G TAIITIIT 2023

L Ketua Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Provinsi l^ampung

l. Mathofani, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l-a.mpung)

2. Dra. Tavina Arafah (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi L"ampung)

3. Abdullah, SE (Analis Sosial Budaya Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l^ampung)

4. Nita Dwi Safitri, S.A.B (Analis Organisasi Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
[^ampung)

5. Ruzhan Hafani, S.I.Kom (Analis Aplikasi dan Pengelolaan
Data Sistem Keuangan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)

6. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l,ampung)

7. Jamaludin (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi L^ampung)

8. Sapri (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi l^ampung)

II. Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

ARJNAL DJUNAIDI


